GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 495 /B.III/HK /2012

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan :

®

)

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang
Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
dan Pasal 157 Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retnibust Daerah;

bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Barat tentang Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1
Lampung;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah heberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah:;

Undang-Undang Nomor {2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Surat Menteri Keuangan Nomor : S-369/MK.7/2012 Tanggal 13 Juni 2012 hal Hasil
Evaluasi 3 (tiga) Raperda Kabupaten Lampung Barat tentang Retribusi Daerah.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

wo W -

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG
RETRIBUSI DAERAH.

: Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang

Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Il dan 11l Keputusan ini
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Bupati Lampung Barat bersama DPRD Kabupaten Lampung Barat segera

melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

: Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil

evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah, dan apabila Peraturan Daerah vang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil
evaluasi, dikenakan sanksi sesuat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada

Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal ;5 Jybi o0 .

GUBERNUR LAMPUNG
ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Menteri Dalam Negeri Rl di Jakarta;

Menteri Keuangan R1i di Jakarta:

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung:
Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa:

Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.



LAMPIRAN |

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

Peternakan dan Kesehatan Hewan {(Lembaran Negara
Republk Indonesia lanun 20Uy NOINOL o4, 1aiibalian
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5015},

Kepariwisataan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia

- -1 DS VY -~ A -
vanun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Magara

Republik indonesia Nomor 4966); l

NOMOR : G/495/B.11I/HK/2012
TANGGAL : 25 JUNI 2012
HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
e e - i - e e e - e e
[ No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan F’enyempurnaan Keterangan
L1 2 ] 3 . 4 i 5
1 Konsideran d  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud | d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana | Konsideran huruf d
Menimbang dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu mamboniue dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c periu | disempurnakan
Peraturan Daerah Kabupaten— B arat tentang menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa
Retribusi Jasa Usaha; Usaha;
2 | Dasar Hukum 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan | 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang | Dasar Hukum:
Mengingat {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor Perikanan {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun | 1 Angka 5, 6,7, 8, 9. 12, 13
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik disempurnakan.
Nomor 4433), Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah | 2. uvrutan disesuaikan hirarki
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 | 3. angka 14 dihilangkan
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik | 4. Angka 15 disempurnakan,
Indonesia Nomor 5073); selanjutnya urutan
menyesuaikan hirarki
perundang-undangan
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang |6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
yaRg telah beberapa kali disbak- terakhir dengan Undang- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4844),
7 Undang-Undang Nomeor 33 Tahun 2004 tentang | 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4422); Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang [ 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang




Diktum Memutuskan

Ketentuan Umum

Prinsip dan Sasaran
Penetapan Tarif
Retribusi

Nama, Objek dan

©inipnl Datrih el
~UDEY ot

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

12. Undang-lindang Nomor 34 Tahun2044+ tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2844+ Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234},

13. Peraturan Pemerintah Nomeor 82 Tahun 1999 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 1999 Nomor 434, Tambahan Lembaran

15. Peraturan B0—Fahun—2004 tentang
Kepelabuhanan {Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2084+ Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4146);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN
LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA.
BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam .........
BAB I
PRINSIP DAN SASARAN BALAM PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI

Pasal 9 .

-=-5RaRVE

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015),

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82, Tambahan Lembaran WNegara Republik
Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik IndenesiaNomor 3907);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik
indonesiaTahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesiaNomor 5078},

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
I AMPUNCG BARAT

dan
BUPATI LAMPUNG BARAT
MEMUTUSKAN:
Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ........
BAB Il

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9
Dengan nama Retribusi Pasal Grosir dan/atau Pertokoan
dipungut retribusi sebagar pembayaran atas petayanan
penyediaan Pasar Grosir danfatau Pertokoan .

Disempurnakan

Pengetikan kata "Dalam....”
disejajarkan  dengan kata
PERATURAN pada Diktum
Menetapkan

Judul BAB HI disempurnakan

Pasal 9 disempurnakan
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laglan Kesatu

Nama, Gbjekdan kot
Pasai 20
Pasal 30
Dengan nama Relnbusi Tempat Penginapan/ Pesahggrahand
Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat

penginapan/pesanggrahan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikeloia oleh
Pemerintah Daerah.

Baglan Kesatu
Nama,
Pasal 50
Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan
menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau éidikelola oleh
Pemerintah Daerah.

Bagian Kesatu
Nama, Gbjekdan-SubjekRetribusi
Pasal 55
Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pen;ualan hasul
produksi usaha Pemerintah Daerah dipungut setiruhnya-cebs G,

Pasal §
Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian
kekayaan daerah.
Dikecualikan dari objek pemakaian kekayaan daerah sebagaimana
dimaksud ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah
fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 16
Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalahpeavediaan tempat
pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah
untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasii bumi, dan hasil hutan
termasuk jasa pelelangan serta fasiitas lainnya yang disediakan
ditempat pelelangan.
Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk
dijadikan sebagai tempat pelelangan.
Dikecualikan dari objek Relribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola

—
—_
L—

(2)

(3)

oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta

A

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 20

Pasal 30
Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan
dipungut Retribusi sebagan pembayaran atas pelayanan tempat
penginapan/pesanggrahan yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 50
Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau
barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimilik
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 55
Dengan nama Retribusi Penjuaian Produksi Usaha Daerah dipungut
retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 5
Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah
pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki Pemerntah Daerah.
Dikecualikan dari objek pemakaian kekayaan daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penggunaan tanah
yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 16

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat
pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah
Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi,
dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasiltas lainnya
yang disediakan ditempat pelelangan.

Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari
pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki,

(1)

(2)

(3)

Pengetikan judul bagian
disempurnakan

Pasal 30

disempurnakan

Judul Bagian Kesatu
pada Pasal 50
disempurnakan

Judul Bagian Kesatu
pada Pasal 55

disempurnakan

Pasal § disempurnakan

Pasal 16 ayat
disempurnakan

(1)

dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta
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Pasal 41 Pasal 41
(1} Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan | (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah

jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan
pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola ocleh
Pemerintah Daerah.

! {2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD
dan pihak swasta.

Pasal 51

(1) Objek Retribusi Penyeberangan di Airadalahpelayanan
penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan
kendaraan di air yang dimilki dan/atau dikelola ocleh
Pemerintah Daerah

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang
dikeloia oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak
Swasta.

Pasal 56
(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
adalabpenjualar hasi! produksi usaha Pemerintah Daerah,
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalab penjualan hasi=produksi usaha oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 6
Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang
pribadi atau Badan yang memakai—dan—a FnarRahfaatics
kekayaan daerah.

Pasal 11
(1) Subjek Retribusi Pasal Grosir dan/atau Pertokoan adalah
erangpribadi atau Badan yang menggunakan atau

menikmati pelayanan dan fasilitas Pasal grosir dan/atau
pertokoan yang dikelofla oleh Pemerlntah Daerah

pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas fainnya di
lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah

{2} Dikecuaiikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikeicla oleh Pemerintah,
BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 51
(1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan
penyeberangan orang atau barang dengan

menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang

dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak
Swasta.
Pasal 56
(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

adalah penjualan hasil usaha Pemerintah
Daerah.

{2y Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh

Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

produksi

Pasal 6
Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang
pribadi atau Badan yang menggunakan/memakai kekayaan
daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 11
Subjek Retribusi Pasal Grosir dan/atau Pertokoan adalah
orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai
fasilitas Pasal grosir dan/atau pertokoan yang disediakan/
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

4

Pasal a4
disempurnakan

ayat (2)

Pasal 51
disempurnakan

ayat (1)

Pasal 56 disempurnakan

Pasal 6 disempurnakan

Pengetikan Pasal 1"
disempurnakan dan ayat (2)
dihitangkan




7 Cara Mengukur
Tingkat Penggunaan
Jasa

Pasal 22
Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan
yang menggunakan fasilitas terminal yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 32
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan tempat penginapan/pesanggrahan

Pasal 42
SubjekRelibusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi
atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa
kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal 52
Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi
atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan
penyeberangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 57
Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah
orang pribadi atau Badan yang weembelikasi produksi usaha
Pemerintah Daerah.

Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur
berdasarkan fasilitas jenis penggunaan, lokask=—20Ra:tikuraR:
tipe, dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

4

Pasal 22
Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan
yang menggunakan/menikmati fasilitas terminal yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati  pelayanan tempat penginapan/
pesanggrahan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola
Pemerintah Daerah.

Pasal 42
Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi
atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa
kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan
pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 52
Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi
atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan
penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan
kendaraan air yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 57
Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adaiah
orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha
Pemerintah Daerah.

Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur
berdasarkan fasilitas jenis penggunaan, tipe, dan jangka
waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 12
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, tipe dan
jangka waktu penggunaan fasilitas Pasal grosir dan/atau
pertokoan.

5

Pasal 22 disempurnakan

Pasal 32 disempurnakan

Pengetikan Pasal

disempurnakan

Pasal 52 disempurnakan

Pengetikan Pasal

disempurnakan

Pasal 7 disempurnakan

Pasal 12 disempurnakan

42
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Struktur dan
Besarnya Tarif
Retribusi

P . s amme——— —_— - 3 T RS man e e A e o e e
Pasal 33
jasa tempat
FONGIRaPaRIPE grahandiakur berdasarkan jenis tempat, tipe
kamar, dan jangka waktu penggunaan tempat
penginapan/pesanggrahan.
Pasal 38

Tingkat penggunzan jasa Rumah Potong Hewan dibitung
berdasarkan jenis hewan, jumlah hewan dan jenis pelayanan.

Pasal 43
Tingkat penggunaan jasa kepelabuhan dikitwhg berdasarkan
jenis pelayanan, dan frekuensi pelayanan yang diberikan.

Pasal 48
Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga diukur
berdasarkan jenis tempat. luas tempat, dan wakivpemakaan
fasilitas tempat rekreasi dan/atau clahraga.

Pasal 53
Tingkat penggunaan jasa penyeberangan di air diukur

berdasarkan jenis pelayanan, volume, dan kekuensipamakaian
fasilitas penyeberangan.

Pasal 8
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah ditetapkan sebagai berikut:

Pasal 33
Tingkat penggunaan jasa tempat penginapan/ pesanggrahan
diukur berdasarkan jenis tempat, tipe kamar, dan jangka
waktu penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan.

Pasal 38
Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan diukur
berdasarkan jenis hewan, jumlah hewan dan jenis pelayanan.

Pasal 43
Tingkat penggunaan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan
jenis pelayanan, dan frekuensi pelayanan yang diberikan.

Pasal 48
Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga diukur
berdasarkan jenis tempat pelayanan dan waktu pemakaian
fasilitas tempat rekreasi dan/atau olahraga.

Pasal 53
Tingkat penggunaan jasa penyeberangan di air divkur
berdasarkan jenis pelayanan, volume, dan frekuensi
pemakaian fasilitas penyeberangan,

Pasal 8
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah ditetapkan sebagai berikut.

N Jenis Objek Tip Tarif Frekuen No. Jenis Objek Tipe Tarif Frekuen
0. e si si
B} Femakaian lapangan sepak Rp 250.000 | Setiap 1. | Pemakaian lapangan Rp 250.000 | Per hari
bola D - | hari ) sepak bola ,~
2. | Pemakaian tanah untuk { Rp 2.500,- | Per 2. | Pemakaian tanah Rp 2.500,- | Per
usaha kecil mzlperta untuk usaha kecil mglpena
hun hun
3. | Pemakaian tanah untuk BTS 5% x NJOP x | Setiap 3. | Pemakaian tanah Rp.......... IM® | Seliap
Seluler dan menara lainnya —__luas tanah_| tahun untuk BTS Seluler tahun
4. | Pemakaian dan menara lainnya o
Bangunan/Ruangan/Gedung ~ 4. | Pemakaian Rp...........INF | Per hari
Dan seterusnya. ... Bangunan/Ruangan/
T Gedung ,
Dan seterusnya. ... ]

Pasal 33 disempurnakan

Pasal 38 disempurnakan

Pasal 43 disempurnakan

Pasal 48 disempurnakan

Pasal 53 disempurnakan

1. Pasal 8 angka 3 agar
ditentukan  wilai  brrutallf
rupiahnya berdasarkan

luas pemakaian tanah
2. kata “setiap hari” diubah
menjadi ‘per har”




Pasal 14
Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat penggunaan
jasa dan tipe fasilitas Pasal grosir dan/atau pertokoan.

(2) __Struktur dan besaran larif ditetapkan sebagai berikut:

(N

"7 T pasal14
Struktur dan besaran tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau
Pertokoan ditetapkan sebagai berikut:

- : U — . —
No | Fcitas | TRe | Tent | Kewwngan ||| No| PERGUET| Tpe |  Tenl | Kelerangan

1 | _Ruko | TipeA | Rp 150000 | Perm’ftahun | | [T | Ruko | TpeA | Rp 150.000. } Perm’fahun

| 2. | Toko Tipe A Rp. 75.006,- | Perm'/tahun 2 ]  Toko | TipeA | Rp. 75.000- | Perm/tahun |
3. Ruko Tipe B Rp. 135.000,- Per m Aahun_ | | 3. | _Ruke Tipe B Rp. 135.000,- | Perm‘/tahun _|

| 4. Toko Tipe B Rp. 65.000.- Per m°/tahun 4. Toko Tipe B Rp. 65.000,- Per m’ ftahun_|
5. Ruko TipeC | Rp. 90.000,- | Per m*tahun 5, Ruko Tipe C | Rp. 90.000,- Per m*/ftahun
6. Toko Tipe C Rp. 45.000,- Per m°/tahun 6. Toko Tipe C Rp. 45.000.- Per m°/tahun_|

| 7. Ruko TipeD | Rp. 61.000,- | Perm“/tahun 7. Ruko Tipe D | Rp. 61.000.- | Per m“/tahun

| 8. [  Toko TipeD | Rp. 30.000,- Per m“/tahun 8. Toko Tipe D | Rp. 30.000,- Per m°/tahun

Pasal 19 Pasal 19

(1)
(2)
(3)

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pefelangan
ditetapkan berdasarkan nilai pelelangan pada saat itu.

Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari
nilai pelelangan pada saat 1tu.

Pemungutan dan pengenaan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) di—atas, dikenakan kepada
produsen atau pemilik barang sebesar 2,6% (dua koma
lima persen) dan kepada pembeli atau pemenang lelang
sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Fasai 24
(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal untuk
pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan

__penumpang dan bis umum ditetapkan sebagai berikut:

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan
ditetapkan berdasarkan nilai pelelangan pada saat itu
dipungut dari pedagang/pembeli.

(2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari
nilai pelelangan pada saat itu.

(3) Pemungutan dan pengenaan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dikenakan kepada produsen
atau pemilik barang sebesar 2,5% (dua koma lima
persen) dan kepada pembeli atau pemenang lelang
sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 24
(1) Struktur dan besarnya tarif Refribusi Terminal untuk
pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan

penumpang dan bis umum ditetapkan sebagai berikut.

(1)

Pasal

- Jenis Kendaraan Tarif Frekuensi . Jenis Kendaraan Tarif Frekuensi
a. Angkutan penumpang a. Angkutan penumpang
umum umum
a. Angkutan pedesaan Rp 1.000,- | Sekali masuk 1. Angkutan pedesaan Rp 1.000,- | Sekali masuk
b. Bus kota Rp 1.500,- | Sekali masuk 2. Buskota Rp 1.500,- | Sekali masuk
b. Angkutan bus umum Rp 3.000.- | Sekali masuk b.  Angkutan bus umum Rp 3.000,- | Sekali masuk

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal untuk
pelayanan pemakaian tempat dan fasilitas lain ditetapkan
sebagai berikut:

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal untuk
pelayanan pemakaian tempat dan fasilitas lain ditetapkan
sebagai berikut:

Pemakaian Tempat Tarif Frekuensi || Pemakaian Tempat 7 Tarif Frekuensi
a. Tempat kegiatan wusaha | Rp 126.000,- | /m2/tahun l a. Tempat kegialan usaha | Rp 126.000.- | /m2/tahun

OEiuPa  Rdidin Giinig, harpa  kantin - ferminaf

o | | |

kios I | 1
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Pasal 14  disempurnakan
dengan menghilangkan ayat

Pasal 19 disempurmakan

24 ayat

menambahkan
fasilitas ruang tunggu

7

(2) agar
pemakaian




Perubahan Tarif

Retribusi

b.

Fasilitas Lain:
1)  Loket Rp
2) WC Umum
1. mandi Rp
2. buang air besar | Rp
3. buang air kecil _
Pasai 59

ARe

1.260.000,

2.000,-
1.000,-

- LQQQ&L -

Junittahun

Sekali
Sekali
Sekal_

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah ditetapkan sebagai berikut:

R
b. Fasilitas Lain
1. Loket Rp
2. WC Umum
a) mandi Rp
b) buang air besar | Rp
¢y buang air kecil Rp
¢. Pemakaian Ruang Tunggu | Rp
Pasal 59

1.260.000,

2.000,-
1000,
1.000,-

funitAahu
n

Sekal
Sekalt
Sekali

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjuaian Produksi
Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut:

dimaksud pada ayat (-2-) dntetapkan dengan Peraturan
Bupati sete herkonRGUtaG-d )

No. Jenis Barang Produksi Volum Tarif No Jenis barang produksi
e | j R Bibit Perkebunan Volume Tarif
1. | HASIL PERKEBUNAN KOPI biji karet Bijifbutir Rp.
] Kopi . kg Harga Pasal - bibit karet Bibitbatang | Rp......
2. | BIBIT IKAN o - bibit kelapa Bibitbatang | Rp.......
a.  lkan Mas ukuran | - 2 em Jekor | Rp 70, - bibd kakao Bibitbatang | Rp
b IkanMas Ukuran>2 —3cm | lekor | Rp g5 - bibit kopi Bibithatang | Rp.........
c  IkanMas Ukuran >3- 5¢cm | Jekor | Rp 140 L. | Yansetewsya 1 | .
'd_ Ikan Mas Ukuran >5-7¢cm | /ekor | Rp o ro- L2 Bitit Pelernakan ]
e Ikan Nila Ukuran 1 ~ 2 cm jekor | Rp 70, | Sapi Bali
f lkan NilaUkuran>2-3cm | Jjekor |Rp 60 - belina a..cmo | Rpo.
" [g_ikan Nila Ukuran > 3= 6cm | /ekor | Rp REEES - jantan bo.om | Rp ...
h_ tkan Nila Ukuran > 5 - 7cm | _/ekor | Rp 160 | Sapi POBG
3 T KOMPOS Lo - penra a . .cm Rp ...
Pupuk Kompos T kg | Rp 350 | -, iantan b......cm Rp..
: Sapi Madura
| - betina a ..cm Rp ...
;antan L h o m Rp .
3 Bibit Perikanan -
a.  Ikan Mas ukuran 1~2cm lekor Rp.70,-
b, Ikan Mas Ukuran>2 -3 ¢m lekor Rp. 95.,-
¢ Ikan Mas Ukuran >3 -5 cm fekor Rp. 140,
d. ikan Mas Ukuran >5 -7 cm fekor Rp. 170,
€. lkan Nila Ukuran 1 -2 ¢m fekor Rp. 70,-
f  lkan Nila Ukyran >2 -3 cm fekor Rp. 90.-
g. _ lkan Nila Ukuran > 3-5cm fekor Rp. 135,-
h. Ikan Nila Ukuran > 5 -7 cm fekor Rp. 160,
4 KOMPOS
Pupuk Kompos kg Rp. 350.-
Pasal 60 Pasal 60

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali palirg-tama 3 (tiga) tahun | (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali. sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat | (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada
(1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
perkembanaan perekonomian. dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan perubahan tarif retnbusi sebagamana | (3) Peneétapan perubanan @l elivus  sebayaiivaiia

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 59 agar menambahkan

semua komoditi yang
dibudidayakan oleh balai
benih

Pasal 60 disernpurnakan
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Penentuan
pembayaran, tempat
pembayaran dan
penundaan
pembayaran

Pasal 62

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayatl-dapat berupa karcis atau harga tanda masuk
(HTM), kupon, dan kartu berlangganan.

(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

{1

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

M
(2)

T

BAB XVil

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN

PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 62

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen fain yang dipersamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon,
dan kartu langganan.
Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah,
Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal ....
Retribusi yang terutang harus dilakukan
tunau/lunas.
Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya
15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayara,
angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

secara

9

e 5
Judul Bab dan Pasal 62
disempurnakan dengan

menambahkan ayat (1) dan
ayat (4) baru dan judul bab
diubah dan bagian
ditllangkan

Penambahan
urutan  pasai
menyesuaikan

Pasal baru,
selanjutnya

Pasal 68 dihilangkan, karena
sudah diatur dalam Pasal 62
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12

13

Penagihan

Sanksi Administratif

Ketentuan Penutup

BAB XXV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

=—=Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap
bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 79
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04

Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 13
Tahun 1998 tentang Retribusi

Penginapan/Pesanggrahan/Villa,

¢. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 14
Tahun 1998 tentang Retnbusi lempat Rekreasi dan
Olahraga;

BAB XiX
PENAGIHAN
Pasal 69

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang
bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didahuiui dengan Surat Teguran.

(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penaghan
Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak
jatuh tempo pembayaran.

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retrbusi
harus melunasi Retribusinya yang terutang.

(5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
Pejabat yang ditunjuk.

(6) Tata cara penagihan dan penerbitan teguran/
peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XXV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 76

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap
bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomer 04
Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun ..... .. Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten {_ampung Barat Nomor....};

10

5

Pasal 69 disempurnakan
dengan mengubah “Bagian
Kedua" menjadi ‘BAB XIX”

Pasal 76 disempurnakan
dengan menghilangkan ayat

(2)

Pasal 79 disempurnakan




o
;
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d Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 21
Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

e Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 23
Tahun 1998 tentang Terminal;

f  Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 04
Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

g Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12
Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau
Pertokoan:

h. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 01
Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan lkan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan
Peraturan Bupati, dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun
sejak Peraturan Daerah ini muiai berlaku.

b Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 13

Tahun 1998  tentang Retribusi  Penginapan/
Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun . Nomor , Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor... ),

c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 14
Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga {Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun ... Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Barat Nomor. .. .);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 21
Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
{(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun ...
Nomor ... , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Nomor....),

e Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 23
Tahun 1998 tentang Terminal (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun .. Nomor .. ...
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Nomor . .):

f.  Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 04
Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun. ...
Nomor ... , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Nomor....).

g. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12
Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau
Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun ........ Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Barat Nomor. ...);

h.  Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 01
Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan lkan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun ...
Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Nomor....);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80
(1) Hal-ha! yang belum diatur daiam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur
dengan Peraturan Bupati.
(£) Peraturan Pelaksanaan dan rPerawndn  deian i
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan
Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 80 disempurnakan
dengan menambah ayat (2Z)
baru
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BRERE 2 o I 4 5
14 | Penetapan Ditetapkan di Liwa Ditetapkan di Liwa Disempurnakan dengan
pada tanggal pada tanggal memberi spasi pada nama
BURAHLAMBUNG BARAT, BUPAT! LAMPUNG BARAT, jabatan yang menetapkan
MUKHLIS BASRI MUKHLIS BASRI
15 | Penjelasan - - Disesuaikan dengan hasl

koreksi pada batang tubuh

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.




LAMPIRAN il : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR  : G/495/B.NI/HK/2012
TANGGAL :25 JUNI 2012

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Maten Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan T Keterangan
2 S A s
Dasar Hukum 17. Undang-Undang Nomor 44 Iahur2044 tentang [ 17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang | Angka 17 disempurnakan
Mengingat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
5234y Indonesia Nomor 5234);
Ketentuan Umum BAB | BAB i Disempurnakan, pada seliap
KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM akhir kalimat diakhiri dengan
Pasal 1 Pasal 1 tanda baca titik
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1 Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat; 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten | 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
i Lampung Barat, Lampung Barat.
3. Bupay adaiah Bupab Lampuniy Bedtal, 3. Bupati adalah Bupatl Lampung Barat
Dan seterusnya Dan seterusnya
Nama, Objek dan Pasal 50 Pasal 50 Pasal 50 disempurnakan
Subjek Retribusi Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut | Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Retribusi sebagai pembayaran atas pelayapan-eelak peta yang | dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan
diselenggaralkan oleh Pemerintah Daerah. penyediaan peta yang dibuat cleh Pemerintah Daerah
Pasal 60 Pasal 60 Pasal 60 disempurnakan,
Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulangdipungut | Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulangdipungut | Pemkab  Lampung  Barat
Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian alat- | Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian alat- | dapat melaksanakan apabila
alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian | alat ukur, takar, imbang, dan periengkapannya dan pengujian | telah memiliki alat tera, SDM
barang dalam keadaan terbungkus yang diseienggarakan oleh | barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai | Penera
Pemerintah Daerah. peraturan perundang-undangan vang berlaku.
Pasal 65 Pasal 65 Pasal 65 disempurnakan
Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara
” - FRURHcaSdBHaEH HetFIDUSI SBHad dosyactht alds | 1 elchuiiuihass uu,;ungm Rehibys atas pemanizatan uana
2 I menara | untuk menara teiekomunikasi.




Tingkat Penggunaan
Jasa

A R A gl g e
cngumnt

Pasal 5
Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan
Kesehatan o Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas,
Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantuy, balai
pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya
yang sejemis yang dimihki danfatau  dikeiola cieh
Pemernintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran
Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan meliputi
a. PRelayanan medik;
b. PRelayanan penunjang medik; dan
c. Belayanan penunjang non medik.
Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan
adalah pelayanan kesehatan vyang dilakukan oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(3)

Pasal 23
Objek  Retribusi Penggantian Biaya Cetak Karlu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan.

a. Kartu Keluarga

b, Kartu Tanda Penduduk

c.  Surat Keterangan Kependudukan yang meliputi, Surat
Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang,
Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat
Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan
lempat linggal, Surat Keterangan Keiahwan, Sural
Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pembatalan

Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian,
Surat  Keterangan  Kematian, Surat Keterangan
Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Pengakuan Anak,
Surat Keterangan Pengakuan Kewarganegaraan
Indonesia, Surat Keterangan Pengganti identitas.

Pasal 62
Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulangadalah orang
pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera dan/atau
tera ulang.

Paaal 25
Tingkat penggunaan jasabiaya cetak kartu tanda penduduk dan
akta catatan sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan dan
frekuensi pelayanan.

. S S

Pasal 5
Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan
Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas,
Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, balai
pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lamnnya
yang sejenis yang dmiliki danfstau  dikelola oleh
Pemerintah Daerah kecual pelayanan pendaftaran.
Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan kesehatan meliputi:
a. pelayanan medik;
b. pelayanan penunjang medik; dan
¢. pelayanan penunjang non medik.
Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan
adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 23
Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

(3)

a. kartu tanda penduduk;

b karu keterangan bertempat tinggal,

¢ kartu identitas kerja,

d. karlu penduduk sementara;

e. kartu identitas penduduk musiman,

f  kartu keluarga; dan

g, akla calalan sipil yang meliputi akla perkawinan, akia
perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akfa

ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 62
Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulangadalah orang
pnbadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera
dan/atau tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak kartu ianga
penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jumiah

dan jenis kartu dan dokiimen catatan sipil yang diterbitkan.

Pasal 5
disempurnakan

Pasal 23
disempurnakan,

4]

ayat {2}
huruf c
sesuai

dengan Pasai 113 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun

2008

Pasal 62 disempurnakan

Pasal 25 disempurnakan




an

Struktur dan
Besarnya Tarif

Tingkat penggunaan jasapelayanaa parkic di tepi jalan umum

dikurbardasarkan jenis kendaraan dalam seliap kalipemakaian

| tempat parkir

] Pasal 16

{1} Pelayanan Penunjang Non Medik sebagaimana
dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf ¢ terdiri dari -
a. Rujukan Ambulance ke RSUD Liwa
b. Rujukan Ambulance keluar Kabupaten

{2) Rujukan ambulance keluar Kabupaten sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf b bag Puskesmas tidak
diwajibkan, untuk menjaga hierarki rujukan (rujukan
berjenjang), kecuali dalam keadaan mendesak.

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut

Pasal 26

Struktur dan besarmnya tanf Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalab sebagai

4

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum
dalam sefiap kali

diukur
pemakaian tempat parkir

(1)

berdasarkan jenis kendaraan

Pasal 16

Pelayanan Penunjang Non Medik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf ¢ terdiri dari

a. Rujukan Ambulance ke RSUD Liwa

b. Rujukan Ambulance keluar Kabupaten

Rujukan ambulance keluar Kabupaten sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf b bagi Puskesmas tidak

diperkenankan, untuk menjaga hierarki rujukan
(rujukan  berjenjang), kecuali dalam keadaan
mendesak/darurat.

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

herikut

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah setagai

Pengetikan
disempurnakan

B

berikut: N , berikut. o . ]
TARIF(Rp) TARIF(Rp)
NO - WjE?!ls PELAYANAN o WA NO JENIS PELAYANAN Wi VINA
1 | PembuatankK 5000 50.000 1| Pembuatan ki 5600 50.000
2 Pembuatan KTP 40.000 300.000 2 Pembuatan KTP 40000 00000
3 | SumbKeterangan kepeadudukan 2.500 100.000 3 | Keterangan Bertempat Tinggal 2500 100.000
4 Pencatatandan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan 50000 100.000 4 Kartu ldentitas Kerja
Suamyistn 5 Kaitu Penduduk Sementara
5 Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Perkawinan 50.000 200 000 6 Kartu ldentitas Penduduk Musiman e C
Kedua dan seterusnya Suamifisti 7 | Pencatatandan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan 50000 100.000
6 Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian 500 000 500.000 Suamvistri
7 Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian kedua an 60.000 100.000 8 Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Perkawinan 50.000 100000
selerusnya Kedua dan seterusnya Suami/lsti
8 Pencalatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian 15.000 100 000 9 Pencatalan dan Penerbitan Kutipan Akia Perceraian 500.000 500.000
4 Pencatatan Akta Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak 20-000 3100960 10 Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian kedua 60.000 100.000
10 | Pencatatan dan penerbitan Akta Pengesahan Anak §0.000 100 000 dan seterusnya
11 Pencatatan dan penerbitan Akta Pengangkatan Anak 100.000 150.000 11 | Pencatatan dan penerbitan Kulipan Akta Kematian 15.000 100 000
12 _} Pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak | 30000 § 806000 12 | Pencatatan dan penerbilan Akta Pengesahan Anak 50000 100000
dan Pengakuan Anak
13 | Pencatatan dan penerbitan Akta Ganti Nama Bagi
WHNA

Pasal 30

Pasal 16 disempurnakan
Tanf retribusi unfuk
pelayanan pemakaian
ambulance ke RSUD Liwa
dan keluar kabupaten agar
dikaji kembali disesuaikan
tarif per kilo meter jarak
tempuh

Pembuatan akla kelahiran yang
tepat waktu maupun terlambat
bagi WNI dan WNA merupakan
tanggungjawab pemerintah
daerah sehingga  harus
diberikan secara cuma-cuma,
SeSUd Favdl 20 ayal (J) UU
No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Amak  dan
Penjelasan Pasal 27 ayat (2)
UU No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan,
Surat keterangan
kependudukan fidak fermasuk
objek Retribusi Fenggantian
Biaya Cetak Karu Tanda
Penduduk dan Akla Catatan
Sipil, sesuai dengan Pasal 113
UU No. 28 Tahun 2009




3]

Perubahan Tarif

Pasal 41
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor terdiri dan komponen biaya administrasi dan
komponen jasa pengujian kendaraan bermotor, ditetapkan
sebagai berikut:

4

Pasal 41
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaiaan
Bermotor terdii darn komponen biaya admimstrasi dan
komponen jasa pengujian kendaraan bermotor, ditetapkan
sebagai berikut

No | Pelayanan | Tanl CKeterangan 1| Mo | © Pelayanen | Tad ]
1| Adminisiiasr Rp 000 | Setap pelayanan 1 j L R 5008
Z Pengujian kendaraan bermtor daratfiasa ’ 2 Pen]upa‘\ kendaraan bemmotor
| uyberala I _ I S § R daratggci_l_berkald I ol
.. 1Aa _ Mobilbus L Rp _ 15000 | Setispkaliuj FK - __Mobil bus e \'Bp 15,000, | Setiap kali uj
b Mobipckup " TRp 15.000- ) Sefiap kali uj o 7[3, Mobil pickup _1Rp 15.000.- | Setiap kali uji
L& Mobiltruk | Rp 15000 | Setiap kali uji o le& Mok Rp_ 15.000.- | Sebap kaliuj
|1 &  Mobikhuews Rp 20:000- | Sew i 1 4. Mobil penumpang umum Rp_ 12500, | Sefiapkativp | |
_le Mol perumpang umum Rp _12.500.- | Setiap kali uji e. Kereta gandengan dan kereta | Rp 10 000,- | Setiap kali uy
f. Kereta gandengan dan kereta | Rp 10.000,- | Sebap kah uy oo j ... tempelan ) I
S tempelan o ] f Pengeiokkan chasisinomor Rp 5000, | Satwkal
g Pengetokkan chasishomar kontrad | Rp 5000~ | Satu kali kontrol untuk kendaraan baru
o uniuk kendaraan baru uji I U | B N R 1 N A
3 | Pengujian kendaraan bermolor di airfjasa T - 3 Pengujian kendaraan bermator di
upbetkala X . B L | airjasa uj berkala ] L
a Kapal bermotor dengan ukuran | Rp S0.000.- | Sebap kaliup a.  Kapal benmolor dengan ukeran | Rp 500500, | Sstap kabiup
1 . S e e L GT 14 B A S
b ¥apal bermctor dengan ukuran | Rp 70000.- | Setapkaliup b Kapal bermotor dengan ukuran | Rp 70000, | Sebap kali uji
GT 47 GTA7
{ Buku up L . tRp 10000 | Satubuky 4 | Buku yﬂ ] Satubury
| Platy i L Rp 5000, | Sauplat | & | Patui _|F
| Plat sampingipenempelan stker Rp 10000,- | Satu platstiker Plat samping/penempelan stiker Satu plastiker
| Operasionaidan pemelharaan | Rp 5000,- | Sefiap kali 7. Operasional dan pemeliharaan Setiap kali
Pasal 69 Pasal 69

Struktur dan besarnya tarif Refribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP) yang dipergunakan sebagai dasar
penghitungan  Pajak  Bumi dan Bangunan menara
telekomunikasi sera—fFrekuonsi-—peRgawasar gendal

Pasal 70
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali.

{2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana
dimaksud pada avat (2) dltetaokan denqan Peraturan
Bupat +-berkonsy : 2

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP) yang dipergunakan sebagai dasar
penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara
telekomunikasi,

Pasal 70

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali.

{2} Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Sesuai dengan Pasal 63
UU No. 22 Tahun 2009,
kendaraan  wajb  yji
adalah kendaraan untuk
mobil penumpang umum,
mobil bus, mobil barang, |
kereta tempelan, dan
kereta gandengan yang
dioperasikan di jalan.
Apabila mobit  khusus
sebagaimana  dmaksud
pada Angka | humf d
adalah mobil penumpang
atau mobil barang. maka
cukup dikenakan tanf
untuk mobil penumpang
dan mobil barang.

Pasal 69 disempurnakan

Pasal 70 disempurnakan,
disesuaikan dengan Pasal
155 Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009
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Penentuan
Pembayaran.
Tempat
Pembayaran,
Angsuran dan
Penundaan
Pembayaran
Retribusi

Pemanfaatan

Pengurangan
Keringanan,
Penundaan,

dan Pembebasan
Retribusi

Penghapusan

L TY DRVRR & DAY ToH TP R
SO N

M N TVTC= TR IO

Yang Kedaluwarsa

{1
(2)

(3)

)

(2)

(3)

Pasal 72
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen l[ain yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat(1) dapat berupa karcis atau
harga tanda masuk (HTM), kupon, dan kartu
berlangganan.

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

aturas

Pasal 80
Bupati dapail memberikan penguangan, keiiigaiaii,
penundaan, dan pembebasan retribusi kepada wajib
retribusi.

Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan,
dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat diberikan dengan
memperhatikan jenis retribusi, kemampuan waijib
retribusi, dan faktor lain diluar kekuasaan wajib
retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan, dan

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KEDALUWARSA

(3)

4

Pasal 72
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat(1) dapat berupa karcis atau
harga tanda masuk (HTM). kupon, dan kartu
berlangganan.
Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing |enis
Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan
yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
pelayanan yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai  alokasi  pemanfaatan
penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 80
Bupati dapat memberikan pengurangan,
keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi
kepada wajib retribusi.
Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan,
dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat diberikan dengan
memperhatikan jenis retribusi, kemampuan wajib
retribusi, dan faktor lain diluar kekuasaan wajib
retribusi  berdasarkan peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.
Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan,
dan pembebasan refribusi diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB XXI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KEDALUWARSA

L

Pasal 72 disempurnakan
dengan menambahkan
ayat (1) baru

Pasal 73 disempurnakan
dengan mengacu Pasal
161 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009

Pasal 80 disempurnakan

Judul BAB XXI
disempurnakan




Ketentuan Peralihan | - BAB .... Penambahan bab dan pasal
KETENTUAN PERALIHAN baru yang mengatur
Pasal .... pemberlakuan retribusi tera

Ketentuan Penutup

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13
Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 22
Tahun 1598 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan,

¢ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 04
Tahun 2002 tentang Retnbust Pengujian Kendaraan
Bermotor;

d  Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 02
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Serta Retribusi
Pendaftaran Pendudukdan Catatan Sipil;

e Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 02
Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Puskesmas

f.  Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 03
Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.

dicabut dan dinyatakan tidak berlakuy.

Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan
dilaksanakan setelah Pemenntah Daerah membernkan
pelayanan tera/tera ulang dan telah menyediakan alat uniuk
melakukan pelayanan tersebut

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai beriaku, maka :

a  Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13
Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2004 Nomor ... , Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor. .. ),

b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 22
Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jaian {(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun ... Nomor .. ., Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaien Lampung Barat Nomor....),

¢. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 04
Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2002 Nomor . ..., Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Barat Nomor. ...},

d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor Uz
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Serta Retribusi
Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008
Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Nomor... );

e. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 02
Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
pada Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2009 Nomor ..., Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor....};

f. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 03
Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
pada Rumah Sakii Umum Daerah Liwa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009
Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lathpuiy Datal vl ...

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91 disempurnakan
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5

1 2 B o S 3 o 4
13 | Penetapan Ditetapkan di Liwa Ditetapkan di Liwa
pada tanggal pada tanggal
BUPATHAMBUNG BARAT, BUPATI LAMPUNG BARAT,
MUKHLIS BASRI MUKHLIS BASRI
14 | Penjelasan - -

Disempurnakan dengan
memberi spasi pada nama
jabatan yang menetapkan

Disesuaikan dengan hasil
Lkoreksi pada batang tubuh

GUBERNURLAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.



LAMPIRAN Il .| KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/495/B.1N/HK/2012
TANGGAL :25 JUNI 2012

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

No | Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan
1 Dasar Hukum 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 3882 tentang Perumahan | 3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang | Angka 3 dan angka 12
Mengingat danPemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Perumahan dan Pemukiman {Lembaran Negara Republik | disempurnakan dan urutan
Tahun 4892 Nemerdd, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor ..., Tambahan Lembaran | sesuaikan  dengan  hirark
Repubilik Indonesia Nomor 3488}, Negara Republik indonesia Nomor  ); perundang-undangan
12 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2011 tentang | 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2011
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
5234), indonesia Nomor 5234);
- Angka 21 dihilangkan
2 Dikium Memutuskan MEMUTUSKAN : MEMUTUSKAN: Penulisan titik dua () tanpa
spasi
3 | Prinsip dan Sasaran Pasal 3 Pasal 3 Pasal 3 ayat (1)
Dalam Penetapan (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya ftarif | (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif | disempurnakan
Tarif Retribusi Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan
menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang untuk  menutup sebagian _atau  sSeluruh  biaya
bersangkutan. penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana | (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen
| pengawasan di  lapangan, penegakan hukum, izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,
, peidiausanaaly, wan Siayc dampal aogotif Ann nembaran nenataneshaan  dan  hiava dampak  neaatf dari
izin lersebul. pemberian izin tersebut. l




AZ

Nama, Objek dan
Subjek Retribusi

iDeﬁgaﬂ nama Retnbus:

Pasal 4
Dengan nama Retnbusi lzin Mendirikan Bangunaﬂ dipungut
Retribius gebagaa pembaya«an atas pemberian izin mendirikan
bangunan eleh-Re! i Daarak

Pasal 12

izin Tempat Penualan Minuman
Beralkohol dipungut Retnbusi sebagai pembayaran atas
pembenan izin éem-pat penjualan minuman beralkohol oleh

Pasal 19
Dengan nama Retribusi izin Gangguan dipungut Retribusi
Sebagai pembayarar\ atas pemberian izin gangguan oleh

Pasal 25
Dengan nama Refribusi lzin Trayek dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pembenan izin tayek oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal 31
Dengan nama Reftribusi Izin Usaha Pernkanan dipungut
Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha
perikanan aleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

{1} Objek Retribusi Izin Mendirkan Bangunan
pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan
pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan
rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan
tetap memperhatikan koefisien guna bangunan K&B)-:
koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian
bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan
vang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat
keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

{3y Tidak termasuk objek Retribusi Berzinan Mendirikan
Banaunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pemberian izin untuk bangunan miltkk Pemenntah atau
Pemerintah Daerah.

adalah

Pasal 4
Dengan nama Retribusi lzin Mendirikan Bangunan dipurigut
Retnbugﬂ sehagai pembayaran atas pelayanan pemberian iZin
mendirikan suatu bangunan.
Pasal 12
lzin Tempat Penjualan Minuman
sebagai pembayaran atas
penjualan  minuman

Dengan nama Retnbus:
Beralkohol dipungut Retribusi
pemberian izin untuk melakukan
beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 19
Dengan nama Retribusi lzin Gangguan dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat
rnenimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 25

Dengan nama Retribusi lzin Trayek dipungut Retrbusi

sebagar pembayaran afas pembenan izin kepada orang |

pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan
urmum pada suatu area beberapa trayek tertentu.

Pasal 31
Dengan nama Retribusi lzin Usaha Perikanan dipungut
Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin
usaha perikanan kepada orang pribadi atau badan untuk
melakukait kegiaian usaha penanykapair Jdan peiibudidayaan
ikan.

Pasal 5

(1) Obiek Retribusi lzin Mendirikan Bangunan adalah
pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputl kegiatan peninjauan desain dan pemantauan
pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan
rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang,
dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan
(KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien
Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan
penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam

rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang
menempati bangunan tersebut.
{3) Tidak termasuk objek Retribusi lzin Mendirikan

Bangunan sepagaimana gimaksuo pdud dydt (1) ddaiait
pemberian izin untuk bangunan miikk Pemerintah atau
Pemerintah Daerah

-5

Pasal 3 disempurnakan

Pasal 12 disempurnakan

Pasal 19 disempurnakan

Pasal 25 disempurnakan

Pasal 31 disempurnakan

Pasal 5 disempurnakan
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Pasal 20 Pasal 20 Pasal 20 disempurnakan

(1) Objek Retnbusi lzin Gangguan adalah pembenan zin | (1) Objek Retrbusi lzin Gangguan adalah pemberian szin tempat
fempat usaha/kegiatan kepada orang pnibadi atau Badan usaha/kegiatan kepada orang pnbads atau Badan yang dapat
yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugan | memnmbulkan  ancaman  bahaya. kerugian  dan/atau

| danjatau  gangguan, termasuk  pengawasan  dan gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan

’ pengendaban kegiatan usaha secara terus menerus untuk usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadnya
mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum,
atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan. memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi narma
dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. keselamatan dan kesehatan kerja.

{2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud | {2} Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada
pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ayat (1) adaiah temnpat usaha/kegiatan yang telah ditentukan
ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dar—ditetapkan
ditetapkan dengan Peratuan Bupat. sRgan-Raratuvan-Bupat

Pasal 32 Pasal 32 disempurnakan
{1y Objek Retribusi lzin Usaha Perikanan.
a. Pemberian lzin kepada orang pribadi atau badan untuk
melakukan

1 Usaha penagkapan dan dengan menggunakan kapal
penangkapan ikan berukuran 5 GT sd 10 GT.

2. Pembudidayaan lkan.

3 Surat lizin Usaha Perikanan (SIUP) dibidang
pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah
daerah serta tidak menggunakan modal asing
dan/atau {enaga kerja asing dengan lokasi
pembudidayaan ikan sampai dengan 4 mil faut.

4. Surat lzin Pengangkuatan Ilkan (SIP]) dibidang
pembudidayaan iakan kepada setiap pembudidaya
ikan yang berdomisili di wilayah daerah serta lidak
menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja
asing dan menggunakan kapal perikanan berukuran
diatas 5 GT s.d 10 GT dan berpangkalan diwilayah
daerah.

b. Pungutan Hasil Perikanan.

{2) Dikecualikan sebagat obyek retribusi adalah:
a nelayan kecil;
b. pembudidaya kecil,

Cara Mengukur Pasal 7 Pasal 7 Pasal 7 disempurnakan
Tingkat (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur | (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur
| Penggunaan berdasarkan jenis-pelayanan, faktor luas bangunan, fakies dengan rumus yang didasarkan atas berdasarkan faktor luas
Jasa KOUHGHAIHIGRE—D g O ——Udl ) foebor  peliyyusdan vadguids,  guaeah o dnglat o bangunan don reenane
bangunan. penggunaan bangunai.




e

(3}

gangguan

gAt.

(2) Faktor sebagaimana dwnaksud pada ayat (1) diberikan

bobot (koefisien).

Besarnya bobot (koefisieny sebagaimana dirmaksud pada
ayat (2) ditetapkan sebagai berikut.

a. Koefisien Luas Banguran (KLB)

| No | Luas Bangunan b@@botlk@@ﬁ&en:
1 tluas 0= 10 3 100
2 | Luas 101- 250 150
3 | Luas_ 251 - 500 m | 250 |
_4. | Luas 501 - 1000 m’ S 350
_ 5. | Luas 1001 - 2000 m” | 4,00
6. | Luas 2001 -~ 3000 m”__ 4,50
71 Luas > JOOOm 500

No. WﬁLanlal Bangunan 1 B_oggt/koef suen
1. ] 1 (satu) lantai N Y
2| 2 (dua) lantai 150

e Koefisien Guna Bangunan (KGB)

| No._| Guna 1 Bangunan . | b@butfkocf §j§g -
. Hunlan I LQO o ~
2 | Keagamaan 100
.3 | Usaha Lo 200
4 Sosial dan Budaxa N _ _ 150 -

Ganda/@ ampuian

aVtaVaVal Hlatalata

Pasal 22
Tlngkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan

R, luas tempat usaha, dan resike

(2)

{3}

4

Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
diberikan bobot (koefisien)

Besarnya babot (koefisien) sebagaimana dimaksud pada |
ayat (2) ditetapkan sebagar berikut:

b Koefisien Luas Bangunan (KL B)

No | Luas Bangunan Bobotkoefisien |
1 Luas 0- 100m 100 |
2 Jluas 101 250m7 } L 180

3 | luas 251- 500"", Ao 4%

4 Luas 501~ 1000 m’ 3,50 -
5 | Luas 1001 - zooom a0

_6. | Luas 2001 ==3000 m | 45
7. Luas > 3000m 500

d__Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB)

“No. | LantaiBangunan |  Bobotkeefisien
1. | 1 (satu)lantai 100
2. |2 (dua) lantai 150

Mo | ~Guna Bangunan | Bobotkaefisien

1 ,K,Huma_nm IR U R N
2. | Keagamaan 1,000 .

3. | Usaha — - 200

4 | ScsialdanBudaya | 150
5 | Ganda/Campuran . 2,75

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa izin gangguan dukur

berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha, dan
lokasi/indeks gangguan.

Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai
jumiah luas setiap lantai.

Indeks/lokasi gangguan sebagamana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebagai berikut’

a. Tingg/besar . indeks 3;
b. Menengah/sedang . indeks 2; dan
¢. Rendah/ringan - indeks 1

Indeks lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut:

a. Industri indeks 1;

b. Perdagangan naeks Z;

c. Pariwisata © indeks 3; dan

d. Perumahan/pemuluman  : indeks §.

Pasal 22 disempurnakan
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Pasal 28 Pasal 28 Pasal 28 disempurnakan
Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jenis | Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jenis
kendaragn qan kapaantas angkutan yang—dibarkan—olek | kendaraan dan kapasitas angkutan

Pasal 34 Pasal 34 Pasal 34 disempurnakan
Tingkat Penggunaan Jasa lzin Usaha Perikanan dwkur | Tingkat Penggunaan Jasa lzin Usaha Penkanan dukur
be dasarkan ¢ berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi

penangkapan dan luas arah pembudidayaan dan dikeluatkan
dengan tarif.

Pasal 17 Pasal 17 Pasal 17  disempurnakan
Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penjualan | dengan menambab  voiume
e Minuman Berakohol ditetapkan sebagarl berikut. | penjualan minuman
“No Jenis Tempat Penualan CTaif e Jenis Tempat Penjualan Volume Tarif
A | Minuman Beralkohol Golongan A A___| Minuman Beraikofiol Golongan A B N —
B 1. Hotel pintang o Rp 000000, | e e cotethintaeg , bti L Rp 10000600~ 1}
2 Hotet melati, wisma, dan coltage Rp 7.500.000 - 2. Fotel melat, wisma, dan cofage __| ... b1 | Rp __ 7.500000.
—— = T —] 3. Resloran, bar, klub malam, diskolik, | ... bt | Rp 6.500000.-
3 Restoran, bar, klub malam, diskotk, dan | Rp 6.500.000,- dan karaoke
). karaoke ) - 4[4 Diualeceran ] .
14 _ Diusi eceran S - Ditoko , b | Rp 6000000
ot - Diloko Rp 6.000.000,- - Pasal swalayan, supermarket, b | Rp 5000 000.-
Pasal swalayan, supermarksl, dan | Rp 5000000-1 1 denmmimarket 1
minimarket ] - Toko bebas bea _..b [ Rp 4000000,
““““““ T Toko bebas bea Rp 4.000.000 - 5  Tempat tertentu lainnya (ditstapkan { ... bt | Rp 3.000.000,-
TR o 5 T Te~ '“’*'“"""" ) } . derggan Kerjutusan Bupah) o I
5 ;Zmupai (inaegtzlfflnnya (dnetapkan denqan Rp 3.000.000, B Wiuman Beralkohol Golongan B N
ST v puluSa r pG T s T Holelbinlang T % 1 Rp T 15.000000- |
| _B_ | Minuman Berakohol clongan B ey i 2 Hotel melati, wisma, dan coliage bl Ry 12 12500000,
.t _Hoelbitang 1 Bp 15000000 3 Restoran, bar. Kiub malam, diskotik, | . bl | Rp 10.000 000,
12 Hotel melati, wisma, dan cottage Rp cAl dan karaoke S
3 Resioran, bar, kiub malam, diskobk, dan | Rp 10.000.000, o 4 Dyualeceran. ]
 karaoke L o , .- Ditoko . bl | Rp §.000 000, |
i M«—EAZT M>@E@i—écgra~nu A Pasal swalayarn Q'l[)efmﬁfket bH Rp 7.000 000
e T e N da mnnarkel
_ ;Z, ) BAO0D0N - v o b u:U = R R L
asal iwahyﬁfi, supermarket. dan | Rp 7.000000.- | b 5 Fempat tedents tanmya (dicapran | bt | By T domoe0 |
L. e Miimarket e e dengan Keputusan Bupali) |
__Toko bebas bea Rp 6000000, | T T T




(o

15 Tempat fertentu fainmya

&)
'70

" Basal s“aiéyan ’
minmarket

(ditetapkan  dengan

supermathet,  dan |

Toko bebas bea

1
a
4

P
3

Keputusan Bupati)

5 Tempal lertentu lainnya  (ditelapkan

dengan

Rp T 4080000,
Rp 2000009,
B 17000 000,
Rp 15000 00n_

7 Rp i . :'ﬂ( ;UO«;{)U N
Rp 10.000 000,

Rp . TBOO0DGON
Rp 5000000

|nf|9ks ; !

Pasal 29
Struktur besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut:

| Minuman Beraikohol Gotongan C

4

_Hotelbintang

"Hote! melay. wisma dan o ngﬂ

Restoran, bar, Kub malam giskotk,

. Oan karagke

@'il lDL(; 3
D r,m )
Pasal swal ayan
dan minimarket

Toko bebas bea

supemankel

Tehpat tertenm !amnya (dalelapkan B

Pasal 23

)
b
oo

R

ARy
Rp

. 200000, |

N 1;000(\@0
15,606 600

12500600,
10 000 600

000600,
5 000000,

[ S ORI

{1y Besarnya tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada
perhitungan dengan rumus sebagai benkut:

Retribusi izin gangguan

gangguan x luas ruang usaha

Indeks lingkungan x indeks

Besarnya farif uas ruang usaha ditetapkan sebagai
berikut

~ Luas Rua?q u,sariéj -
Luas <,,1000 m

Luas 10012000 m? ™

1
2 —
3. | Luas 2001 - - 4000 m’
4. | Luas > 4000 m?

Pasai 29

~Tanf B
o 2000 =Im

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai

No Jenis Kendaraan Tanf berikut.
1 Kendaraan angkutan kapasitas sampai | Rp  200000,- No. Jenis Kendaraan Tarif
| dengan 8 tempat duduk o | ] o T T e ATy ;
9 Kendaraan angkutan Kapasias @ Sampar | Rp 306 000 1. | Kendaraan angkutan  kapasitas | Rp. 200.000,-/5 th
dengan 12 tempat duduk . _ | sampaidengan8tempatduduk | ]
7377 | Kendaraan angkutan kapasitas 12 sampai | Rp 500 000.- | 2. | Kendaraan angkutan kapastas 9 | Rp. 300.000,- /5 th
_ | dengan 16 tempat duduk ] _____| sampai dengan 12 tempat duduk
4 Kendaraan angkutan kapasitas 17 sampai | Rp 650 000- | 3. | Kendaraan angkutan kapasitas 12 | Rp. 500.000,- /5 th
1. dengan 28 tempat duduk e .| sampaidengan 16tempatduduk | |
5 Kendaraan angkutan kapasitas lebih dan 28 | Rp 750 000,- 4. | Kendaraan angkutan kapasttas 17 | Rp. 65G.000,- /5 th
e R L. | sampaidengan 28 tempat duduk ] —
5. Kendaraan angkutan kapasitas lebih | R . 750.000,- /5 th
Re- 45080 ' | Ageion c,«,a'm,;aﬁggd!.d,ny P P
Rp- 60-000—~

Pasal

23

disempurnakan

dengan memasukkan rumus
retribusi izin gangguan

1 Kartu

pengawasan

sudah

termasuk dalam pemberian
izin trayek sehingga tarif kartu
pengawasan cukup digabung
ke dalam tarif izin trayek.

Masa berlaku

1zn  trayek

adalah 5 tahun dan dapat
diperpanjang, sesuai dengan
57 Kepmenhub No.
KM.35 Tahun 2003.

pasal

3 Penetapan tarif Retribusi {zin

Trayek dilakukan per 5 tahun,
sehingga pendaftaran ulang

setiap

tahun

tidak perlu

QIKENARAN) Uiy,
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Pasal 35

Struktur besarnya tanf retnbusi 1zin Usaha Perikanan ditetapkan
sebaga benkut

a lzin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air tawar,
ferdiriatas

usaha pembenhan/pendederan tkan dengan
lahan 0,75 ha (no! koema tujuh pulub ima hektar) atau
lebih ditetapkan sebesar Rp 100 000- (seratus nbu
Rupiah)fha;

usaha pembesaran di kolam air tenang dengan luas
lahan 2 ha (dua hektar) atau lebih ditetapkan sebesar
Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)/ha;

usaha pembesaran di kolam air deras lebih dan 5
{lima} unit. dengan ketentuan 1 (satu} unit sama
dengan 100 m? ditetapkan sebesar Rp 150,- (seratus
lima puluh Rupiah)/m?,

usaha keramba jaring apung lebih dari 4 (empat) unit,
dengan ketentuan 1 {satu) unit sama dengan 4 x (7 x 7
x 2,5) m® duteta?kan sebesar Rp 150,- (seratus lima
puluh Rupiah)m”;

usaha keramba lebih dari 50 (lima puluh} unit, dengan
ketentuan 1 unit sama dengan 4 x 2 x 1.5 m’®
ditetapkan sebesar Rp 150.- (seratus lima puluh
Rupiah)/m?;

b Iz usgha perikanan pnembudidayaan tkan di arr pavau dan
di laut yang terdiri atas :
1.

usaha pembenihan/pendederan dengan luas lahan 0,5
ha (nol koma lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar
Rp 100 000,-(seratus ribu Rupiah)/hektar;

usaha pembesaran ikandengan luas lahan 5 ha (lima
hektar} atau lebih ditetapkan sebesar Rp 100.000,-
(seratus ribuRupiah)/hektar.

usaha pembesaran udang di tambak dengan luas
lahan 3 sampai dengan 5 hektar dengan sistim
pengelolaan intensif ditetapkan sebesar Rp 100.000,-
{seratus ribu Rupiah)/hektar.

usaha pembesaran udang di tambak dengan luas
lahan 5 (lima) hektar atau lebih ditetapkan sebesar Rp
160.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah)/hektar.
usaha pembesaran ikan dan/atau udang di laut lebih
dari 2 (dua) unif, dengan ketentuan 1 (satu) unit sama
dengan 4 x (3 x 3 x 3)m’ auetapkan sebesar Kp 1dy,-
(seratus lima puluh Rupiah)/m?

|
luas |

Struktur

4

Pasal 35

besarnya tanf retribusi lzin Usaha Perikanan

ditetapkan sebagai berikut

a

lzin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air tawar,

ferdinatas

1 usaha pembenthan/pendederan ikan dengan luas
lahan 0.75 ha (nol koma tujuh puluh ima hekiar) atau
lebih ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu
Rupiah)/ha;

2. usaha pembesaran di kolam air tenang dengan luas
lahan 2 ha (dua hektar) atau lebih ditetapkan sebesar
Rp100 000,- (seratus ribu Rupiah)/ha,

3. usaha pembesaran di kolam air deras lebih dari 5
(ima) wunit, dengan ketentuan 1 (satu) unit sama
dengan 100 m? ditetapkan sebesar Rp 150,- (seratus
lima pulubh Rupiah)y/m?;

4. usaha keramba jaring apung lebih dari 4 (empat) unit,

dengan ketentuan 1 {(satu) unit sama dengan 4 x (7 x

7x25)m? ditetazpkan sebesar Rp 150 .- (seratus lima

puluh Rupiah)y/m*,

usaha keramba lebih dari 50 (lima puluh) unit,

dengan ketentuan 1 unit sama dengan 4 x 2 x 1.5 m®

ditetapkan sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh

Rupiah)/m?;

Izin usaha penkanan pembudidayaan ikan di air payau

dan di faut yang terdiri atas :

1. usaha pembenihan/pendederan dengan luas lahan
0,5 ha (nol koma lima hektar) atau lebih ditetapkan
sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu Rupiah)/hektar;

2 usaha pembesaran ikan dengan luas lahan 5 ha
{ima hektar} atau lebih ditetapkan sebesar Rp
100.000,- (seratus ribuRupiah)/hektar.

3. usaha pembesaran udang di tambak dengan luas
lahan 3 sampai dengan 5 hektar dengan sistim
pengelolaan intensif ditetapkan sebesar Rp 100.000.-
{seratus ribu Rupiah)/hektar

4 usaha pembesaran udang di tambak dengan luas
lahan 5 (lima} hektar atau lebih ditetapkan sebesar
Rp 150.000,- (seratus hma puiuh ribu Rupiahj/nektar.

5 usaha pembesaran ikan dan/atau udang di laut lebih
dari 2 (dua) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit
Saia uenygdr 4 naitiving A (o A o A opin anctapharn

sebesar Rp 150.- (seratus iima puluh Rupiah)/m?,

(&

5

Pasal 35 disempurnakan
disesuaikan dengan
Peraturan Menten kelautan

dan Perikanan Nomar PER/

MEN/2011

12/IMEN/2007 dan PER/14/
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& usaha pembudidayaan
menggunakan metode
ta) lepas dasar lebih dan 8 (delapan; unit dengan

ketentuan 1(satu) unit sama dengan (100 x 5) m*
ditetapkan sebesar Rps.- (ima Rupiahym?,

rumput  laut  dengan

(b} penggunaan rakit apung lebih dan 20 {(dua puluh) |

unit dengan ketentuan 1 {satu) unit sama dengan

20 rakit, dengan ketentuan 1 (satu} rakit sama

dengan (5 x 2,5) m* ditetapkan sebesar Rp 5.-

(lima Rupiah)/m? ,

(cy tali long line lebih dari 2 (dua) unit dengan
ketentuan 1 (satu) unit sama dengan 1 (satu)
hektar ditetapkan sebesar Rp 50.000.- (lima puiuh
ribu Rupiah)/hektar;

{d) usaha kerang hijau dengan menggunakan :

1) rakit apung atau rakit tancap letnh dari 30 (tiga
putuh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit
sama dengan{dx-4 m’® ditetapkan sebesar Rp
5,- (lima Rupiah)/m?,

2) long hne 10 {sepuluh) unit ukuran 100 {seratus)
mditetapkan sebesar Rp 10 {sepuluh
Rupiah)m.

Izin usaha penkanan penangkapan ikan

1 penerbitan 1zin Usaha Perikanan (IUP) penangkapan
ikan dengan kapal motor berbobot & (imay GT sampai
dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp

50.000,- (lima puluh ribu Rupiah)/kapal;

2. penerbitan lzin Penangkapan Ikan (SIPl) dengan
menggunakan:

(a) jenis jaring gill net dan pancingrawai-dan dengan
bobot kapal lebih dari atau sama dengan 5 (lima)
GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan
sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu
Rupiah)/kapal/tahun;

{b) jenis jaring mini purse semne lebih dari atau sama
dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh)
GT gitetapkan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima
ribu Rupiah)ykapaitahun;

{c) selain jenis alat tangkap sebagaimana dimaksud
pada huruf (a) dan huruf (b) dengan bobot kapal
lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai
dengan 1U (Sepuluh) Gi Olle@pkan sepesar Kp
25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah)/kapal/tahun.

B S
6. wsaha pembudidayaan
menggunakan metode

(a) lepas dasar lebih dari 8 (delapan) unii dengan
ketentuan 1(satu) unit sama dengan (100 x 5 m*
ditetapkan sebesar Rp5 - (lima Rupiahy/m?,

(b} penggunaan rakit apung lebih dar 20 {dua puluh)
unit dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan
20 rakit, dengan ketentuan 1 (satu) rakit sama
dengan (5 x 2,5) m* ditetapkan sebesar Rp 5,-
(lima Rupiah)/m?

{c) tali long line lebih dari 2 (dua) unit dengan
ketentuan 1 (satu) unit sama dengan 1 (satu)
hektar ditetapkan sebesar Rp 50.000,- (lima
puluh ribu Rupiah)/hektar,

{d) usaha kerang hijau dengan menggunakan :

1) rakit apung atau rakit tancap lebih dan 30
(tiga puluh} unit dengan ketentuan 1 (satu)
unil sama dengan (4x 4) m?® ditetapkan
sebesar Rp 5,- (lima Rupiah)/m?
2} long line 10 (sepuluh) unit ukuran 100
(seratus) mditetapkan sebesar Rp 10-
(sepuiuh Rupiah)/m.
1zin usaha perikanan penangkapan ikan
1. penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) penangkapan
ikan dengan kapai molor berbobot 5 (lima) GT
sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar

Rp 50 000,- (lima puluh ribu Rupiah)/kapal,

2. penerbitan lzin Penangkapan lkan (SIPl) dengan
menggunakan:

(a) jenis jaring @il net dan pancing rawai dan
dengan bobot kapal lebih dari atau sama dengan
5 {lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT
ditetapkan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu
Rupiahykapal/tahun;

(b} jenis jaring mini purse seine lebih dari atau sama
dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh)
GT ditetapkan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh
lima ribu Rupiah)/kapal/tahun;,

{c) selain jenis alat tangkap sebagaimana dimaksud
pada huruf (a) dan huruf (b} dengan bobot kapal
lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai
JeNgan 1u (sepuiuiy GO disaphdli ssbesd Iy
25.000,- (dua puluh hima ribu Rupiah)/kapal/

_tahun.

rumput  laut  dengan

W,
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d  usaha kapal pengangkutan ikan - d  usaha kapal pengangkutan ikan
1 penerbitan izin usaha perikanan (IUP) pengangkutan 1 penerbitan izin usaha perikanan (iUP} pengangkutan
kan dengan kapal berbobot lebih dan atau sama tkan dengan kapal berbobot lebih darn atau sama
dengan 5§ (lima} GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT dengan 5 (hma) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT
ditetapkan sebesar Rpd46-600.- {empat pulub nbu ditetapkan sebesar Rp 40 000.- (empat pulub ribu
Rupiahkapal. Rupiahj/kapal,
2. penerbitan Surat lzin Pengangkutan tkan (SIKPL iebih 2 penerbitan Surat izin Pengangkutan tkan (SIKPI)
dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 lebih dan atau sama dengan § (lima) GT sampai
(sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp 25000,.- (dua dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp
puiuh lima ribu Rupiah)/kapalitahun. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah)/kapal/tahun
Masa Retribusi Bagian Keempat Bagian Keempat Judul bagian Pasai 9, 18, 24,
LS Jangka Waktu lzin 30 dan Pasal 36
Pasal 9 Pasal 9 disempurnakan, karena masa

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan | Retribusi izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan | retribusi adalah jangka waktu
tersebut berdiri tanpa menambah luas dan/atau merubah fungsi | tersebut berdin tanpa menambah luas dan/atau meruvbah | yang lamanya 1, 3, 6 bulan

awal hangunan tersebut fungsi awal bangunan tersebut. atau 1 tahun
Bagian Kelima Bagian Kelima Pasal 18 disempurnakan
Maea-Retubusi Jangka Waktu Izin
Pasal 18 Pasal 18
Masa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkoho!l | Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol bedaku
berlaku selama 3 (liga) tahun, selama 3 (tiga) tahun.
Bagian Keempat Bagian Keempat Pasal 24 Ayat (2) dan ayat (3)
Masa-Rotrbust Jangka Waktu izin diianghain  s€suai  deiigan
Pasal 24 Pasal 24 permendagri Nomor 27 Tahun
¢H—Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan | I1zin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan | 2009
kegiatan/usahanya. kegiatan/usahanya.

Bagian Keempat Baglan Keempat Pasal 30 disempurpakan
Masa-Retribust Jangka Waktu lzin
Pasai 30 Pasal 30

1zin Trayek berlaku untuk jangka waktu

yang-lamanya-5 (lima) | lzin Trayek berlaku untuk jangka wakiu 5 (lima) tahun dan
ndafiaran—ulang=setap | dapat diperpanjang.

3 S
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Persyaratan
dan Tata Cara
Mengajukan
Perizinan

Perubahan Tarif
Retribusi

Penentuan
Pembayaran,
Tempat
Pembayaran,
Angsuran dan
Penundaan
Pembayaran

Bagian Keempat
Masa-Reiribusi
Pasal 36
Masa berlaku izin usaha perikanan berlaku selama usaha

» berlangsung dengan kewajiban melakukan pendaftaran |

ulang setiap 3 (tiga) tahun sekaii.

Pasal 37
Persyaratan dan tata cara pengajuanperzinan tertentu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dltetapkan dengan Peraturan

Pasal 40
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau

(1)
(2)

harga tanda masuk (HTM), kupon, kartu
berlangganan, dan tanda buk!i penerimaan.
Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3

Bagian Keempat
Jangka Waktu Izin
Pasal 36
(1) SIUP berlaku selama perusahaan melakukan
kegiatan usaha perikanan.
{2) SIPI dan SIKP! berlaku selama selama 1 (satu)
tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 37
Persyaratan dan tata cara pengajuan perizinan tertentu
diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Tarf Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (iga)
tahun sekali.

(2) Peninjavan Tanf Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatkan
indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN
Pasal 44
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi  dipungut dengan menggunakan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen
lain yang persamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Kkarcis, kupon
dan kartu langganan.
(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud
pada pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas
Naerah
Tata cara pelaksanaan pemungutan Retrbusi
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

(1)
(2)

(3)

{5)

(@i

Pasal 37 disempurnakan

Pasal 38 disempurnakan

Pasal 44 disempurnakan
dan menambahkan ayat
(1) dan ayat (2) baru
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Penagihan

2,,,

S L
BAB XIV
PEMBAYARAN-DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

| " Pasal 46
i (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus diunast

(2) Retribusi .yang terutang dilunasi selambat-lambatnya
15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau
dokumen Ialn yang dlpersamakan

(4) Tata cara pembayaran
pembayaran retribusi—di
Peraturan Bupati.

()

(3)

R |
BAB XIV
PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 46
Retribusi  terutang harus  dilakukan  secara

tunaiflunas.

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada |

ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (ima
belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran,
angsuran dan pembayaran retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 47

Penagihan retribusi dilakukan dengan STRD dan
didahului dengan Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis.
Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat
lain  yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan seqgera
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal

surat teguran/surat peringatan/surat lain yang
sejenis diterima oleh Subyek retribusi, wajib
melunasi retribusi yang terutang.

Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang

sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46 disempurnakan

Pasal 47 disempurnakan
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| Pengurangan,

Keringanan,

1 Penundaan. dan
| Pembebasan

i Retribust

Tata Cara
Penghapusan
Piutang Retribusi
Yang Kedaluwarsa

Sanksi Administrasi

Pasal 48
(1) Bupali dapat memberikan pengurangan, keringanan,
j penundaan, dan pembebasan Retribusi kepada waijib
| retribusi.

Pemberian pengurangan. keringanan. penundaan,

lain  difuar
peraturan

kemampuan wajib  retribusi, dan faktor
kekuasaan wajib retribusi  berdasarkan
perundang-undangan yang beriaku.

Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan, dan
pembebasan retrlbu3| dlatur dengan Peraturan Bupati

3)

PFNCHAPUSAN PlUTANG RETRIBUSI YANG
KEDALUWARSA

Pasal 50
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

(3)

Pasal 54
&=Dalam hal wayb retribusi tertentu tidak membayar tepat
pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dlbayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

dan ;
pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat |
{1), dapat diberkan dengan memperhatikan jenis retribus, |

Pasal 48
Bupatl dapat memberikan pengurangan, keringanan,
penundaar, dan pembebasan Retribust kepada wajib
retribusi.

(1)

{2)
pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1}, dapat dibenkan dengan memperhatikan jens
retribusi, kemampuan wajib retnbusi. dan faklor lain
diluar kekuasaan wajib retribusi berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan, dan
pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

(3)

BAB XVi
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KEDALUWARSA
Pasal 49

Pasal 50
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa
dapat dihapuskan.
Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupat:.

Pasal 54
Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
wakiunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari retribusi yang terutang yang tdak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pemberian pengurangan. keringanan. penundaan, dan |

Fasal 48 disempurnakan |
h
Judul bab disempurnakan

Pasal 50 disempurnakan

Pasal 54 disempurnakan
dengan menghilangkan ayat
(2)




Keteniuan Penutup Pasal 57 Pasal 57 Pasal 57 disempurnakan,
Pada saat Peraturan Iaerah i mulai berlaky, maka Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pencabutan Perda dalam
-Dasrah—abe Barai-plom a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 17 | Raperda dilakukan terhadap
=otHbusi—izin—Peruntalkar Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan {Lembaran | Perda yang diatur dalam
Pemgﬂﬁaaﬂiaﬁah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun . Nomor .., Raperda ini,  sedangkan
b  Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Baral Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat | Perda yang udak diatur dalam
Tahun 1998 tentang Retribusi 1zin Gangguan; Nomor ), Raperda ini dicabul dengan |
¢, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 19 | b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 19 | Perda tersendin
Tahun 1998 tentang Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan, Tahun 1998 tentang Retribusi I1zin Mendirikan Bangunan
d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 20 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun.....

Tahun 1998 tentang Retnbusu lzm Trayek Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
LS A paton—t-am Barat--Nomer—06 Lampung Barat Nomor... };

¢. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 20
Tahun 1998 tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun..... Nomor .. .,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Nomor....)

d  Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 7
Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha
Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun . Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Barat Nomor.., ),

e Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03
Tahun 2008 tentang Retribusi 1zin Usaha Kepariwisataan
iLembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun ..
Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Nomor... .);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

! Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 07
Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha Perikanan;
m Peraturan Daerah Kabupaien Lampung Barat Nomor 03
Tahun 2008 tentang Retribusi lzin Usaha Kepariwisataan
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




1 2 3 4
Pasal 59 Pasal 59
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan | diundangkan.
pengundangan  Peraturan Daerah  ini  dengan | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten | pengundangan  Peraturan Daerah ini  dengan
Lampung Barat. penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
[.ampung Barat.
15 | Penetapan Ditetapkan di Liwa Ditetapkan di Liwa
pada tanggal
BUPATI LAMPUNG BARAT,
MUKHLIS BASRI MUKHLIS BASRI
16 | Penjelasan - -

Pasal 59 disempurnakan

Disempurnakan  dengan
memberi spasi pada nama
jabatan yang menetapkan

Disesuaikan dengan hasil
koreksi pada batang tubuh

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.



